IBLAM LAW REVIEW

P-ISSN
27754146
E-ISSN
27753174

Volume 4, Nomor 1, 2024

Authors

1 Elvira Fitriyani Pakpahan

2 Agus Armaini Ry

° Rodiatun Adawiyah, S.H., M.Kn.
*Faheera Imaniza

Affiliation

1 Universitas Prima Indonesia
2Universitas Prima Indonesia
®Universitas Prima Indonesia

Email
Correspondent author
rodiatunadawiah@unprimdn.ac.id

Date Submission
21 Maret 2024

Date Accepted
21 Maret 2024

Date Published
31 January 2024

DOI
https://doi.org/10.52249/ilr.v4i1.3
74

ANALISIS KEWENANGAN NOTARIS DALAM
PEMBUATAN PERJANJIAN PERKAWINAN BEDA
AGAMA MENURUT UU NO 2 TAHUN 2014 TENTANG
JABATAN NOTARIS

Abstrak

Fenomena terjadinya perkawinan beda agama sudah sangat sering terjadi di
Indonesia sebab negara Indonesia merupakan negara yang terdiri dari
berbagai ragam suku agama dan ras. Belum terdapat aturan baku mengenai
perkawinan beda agama di Indonesia, sehingga pada prakteknya sering kali
masyarakat melakukan ‘penyeludupan hukum’ dengan cara melaksanakan
perkawinan beda agama mereka di luar negeri. Dalam perjalanannya,
perkawinan beda agama akan lebih memunculkan banyak persoalan sebab
aturan masing-masing agama berbeda sehingga dibutuhkan suatu perjanjian
perkawinan untuk dapat memudahkan masing-masing pihak dalam
menyelesaikan persoalan seperti pembagian waris, status agama keturunan
dan masalah-masalah dalam rumah tangga lainnya agar tidak berbenturan
dengan akidah masing-masing. Problematika mengenai perjanjian
perkawinan beda agama ini dibahas dengan menggunakan metode yuridis
normatif. Adapun penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan
notaris dalam pembuatan perjanjian kawin beda agama yang dilakukan di
luar negeri dengan difokuskan dalam dua hal, yaitu; 1) Bagaimana peran
hukum atas hambatan terhadap penerapan peraturan perkawinan beda
agama yang terjadi di luar negeri berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan., 2) Bagaimana kedudukan perjanjian perkawinan beda agama
yang dibuat notaris dapat berlaku secara legalitas sebagaimana diatur
dalam UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Sementara penelitian
ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan
(library research). Adapun sumber primer penelitian merupakan UU No. 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan
Notaris. Sementara metode penelitiannya menggunakan metode deskriptif
analitis. Melihat betapa banyaknya pasangan beda agama yang
melangsungkan perkawinan di luar negeri seharusnya membuat pemerintah
melakukan judicial review sebab hukum yang ada saat ini dianggap belum
mampu memuaskan kebutuhan masyarakat. Notaris dalam menjalankan
fungsinya dalam membuat perjanjian perkawinan beda agama turut berada
dalam posisi yang membingungkan sebab belum ada aturan yang jelas
terkait perkawinan beda agama ini sedangkan sebagai notaris tetap
menjaga prinsip kehati-hatian. Sehingga masih ada sebagaian notaris
menolak untuk membuat perjanjian perkawinan bagi pasangan beda agama.
Kata Kunci : Perjanjian Perkawinan, Kawin Beda Agama, Notaris.
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Abstract

The phenomenon of interfaith marriages is very common in Indonesia
because Indonesia is a country consisting of various ethnic groups, religions
and races. There are no standard regulations regarding interfaith marriages
in Indonesia, so in practice people often 'smuggle the law' by carrying out
their interfaith marriages abroad. In its journey, marriage between different
religions will give rise to many problems because the rules of each religion
are different, so a marriage agreement is needed to make it easier for each
party to resolve problems such as division of inheritance, religious status of
descendants and other household problems so that they do not arise.
conflict with each other's beliefs. The problems regarding interfaith marriage
agreements are discussed using normative juridical methods. This research
aims to determine the authority of notaries in making interfaith marriage
agreements carried out abroad, focusing on two things, namely; 1) What is
the role of law regarding obstacles to the implementation of regulations on
interfaith marriages that occur abroad based on Law no. 1 of 1974
concerning Marriage., 2) How can an interfaith marriage agreement made by
a notary apply legally as regulated in Law no. 2 of 20714 concerning Notary
Positions. Meanwhile, this research is qualitative research with the type of
library research. The primary source of research is Law no. 1 of 1974
concerning Marriage and Law no. 2 of 2014 concerning Notary Positions.
Meanwhile, the research method uses descriptive analytical methods.
Seeing how many interfaith couples are getting married abroad, the
government should carry out a judicial review because the current law is
deemed unable to satisfy the needs of society. Notaries in carrying out their
functions in making interfaith marriage agreements are also in a confusing
position because there are no clear regulations regarding interfaith
marriages, whereas as notaries we still maintain the principle of prudence.
So there are still some notaries who refuse to make marriage agreements
for couples of different religions.

Keywords: Marriage Agreement, Interfaith Marriage, Notary.

PENDAHULUAN

Notaris adalah profesi yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yang
menggantikan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Sebagai
pejabat umum, notaris memiliki kewenangan untuk menyusun akta autentik dan memiliki hak
serta wewenang lainnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.
Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), notaris dianggap sebagai bagian dari
layanan publik. Akta Notaris adalah dokumen resmi yang dibuat oleh notaris.

Berdasarkan analisis pasal-pasal UUJN, wewenang notaris meliputi empat (empat)
hal (Adjie, 2017): 1) Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang akan
dibuat (Pasal 15 UUJN), 2). Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang untuk
kepentingan siapa akta itu dibuat (Pasal 52 UUJN), 3). Notaris harus berwenang sepanjang
mengenai tempat akta dibuat (Pasal 17 huruf a UUJN, Pasal 18 ayat (1) UUJN, dan 4) Notaris
harus berwenang sepanjang waktu mengenai pembuatan akta itu (Pasal 1 angka 3 UUJN).
Keempatnya adalah kewenangan notaris, yang merupakan representasi dari kekuatan hukum
atas akta yang dibuat atau dibuat sesuai dengan ketentuan undang-undang. Kewenangan
notaris memiliki batas wewenang sebagai pejabat umum, atau di hadapan siapa akta itu
dibuat harus memiliki wewenang untuk membuat akta. Selain itu, akta notaris memiliki
kekuatan hukum karena memenuhi tiga standar pembuktian: lahiriah, formal, dan materiil.

Dalam ranah hukum nasional, notaris menduduki posisi khusus yang memungkinkan
mereka menyusun dokumen resmi yang diinginkan oleh pihak yang terlibat, sesuai dengan
peraturan hukum yang berlaku untuk tindakan hukum yang relevan. Konsep "isi akta" merujuk
pada kehendak dan keinginan pihak yang datang kepada notaris. Hanya melalui pembuatan
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akta notarislah, notaris mencatat bukti sah atas kehadiran pihak yang bersangkutan. Jika
ada sengketa terkait dengan isi akta yang diajukan oleh pihak yang bersangkutan atau pihak
lain yang terlibat, masalah ini menjadi tanggung jawab mereka sendiri. Penyelesaiannya
harus dilakukan melalui pembatalan akta notaris sebagai alat bukti yang sah.

Beberapa tindakan hukum yang memerlukan kehadiran notaris meliputi pembentukan
perusahaan terbatas, firma, dan komanditer, pendirian yayasan, pembuatan hibah, pemberian
jaminan fidusia, pembuatan surat kuasa untuk memberikan hak tanggungan, pembuatan
wasiat terbuka dan rahasia, serta tindakan hukum lain yang mengharuskan kehadiran notaris.
Prinsip-prinsip kenotariatan menegaskan bahwa notaris memiliki wewenang untuk
menyusun akta autentik dan menjalankan tugasnya secara independen dan tanpa memihak.
Mereka juga diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan isi akta dan informasi yang mereka
peroleh. Dalam praktiknya, notaris diharapkan untuk bertindak sesuai dengan Kode Etik
Notaris dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Di Indonesia, sebagai negara dengan sistem hukum Civil Law, peran notaris sangatlah
signifikan dalam membantu masyarakat dalam menyusun akta asli sebagai bukti atau syarat
sah yang mutlak untuk berbagai tindakan hukum. Selain menghasilkan akta, tugas notaris
juga melibatkan pertimbangan aspek-aspek yuridis, filosofis, sosiologis, dan prinsip-prinsip
dasar lainnya, sehingga mereka dapat mencegah adanya niat buruk dan konsekuensi negatif
lainnya. Selain itu, notaris bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak pihak lain serta
memastikan bahwa mereka memiliki kapasitas hukum yang memadai untuk melakukan
tindakan hukum yang tertuang dalam akta yang dibuat oleh notaris. Proses pembuatan
perjanjian perkawinan juga melibatkan peran notaris, sehingga penting bagi notaris untuk
memahami dengan baik konten perjanjian perkawinan yang dicantumkan dalam akta
tersebut agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1, perkawinan
adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan
tujuan membentuk keluarga. Beberapa ahli hukum berbeda-beda dalam pengertian
perkawinan, seperti yang dinyatakan oleh;

(1) Menurut Subekti (Subekti, 1976), “perkawinan adalah pertalian yang sah antara
seorang laki-laki dengan perempuan dalam waktu yang lama.”

(2) Menurut Abdullah Sidiq (Barokah, 2018), “perkawinan merupan pertalian yang sah
antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang hidup bersama (bersetubuh) yang
tujuannya membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, serta mencegah perzinaan dan
menjaga ketentraman jiwa atau batin.”

Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa. Oleh karena itu, baik suami dan istri harus saling membantu dan juga melengkapi
satu sama lain. Hal ini berupaya agar masing-masing individu dalam pasangan dapat
mengembangkan kepribadiannya untuk membantu mencapai kesejahteraan baik itu dalam
aspek spritiual maupun material. Oleh karena itu, tujuan hukum dari perkawinan adalah untuk
membahagiakan pasangan, mendapatkan keturunan, dan mempertahankan keagamaan
dalam keluarga yang bersifat ke-orangtua-an (parental) (Adikusuma, 2007).

Pada ajarannya, Aristoteles (384-322 SM), seorang filsuf Yunani kuno,
mengungkapkan bahwa manusia secara alamiah adalah zoon politicon, yang berarti manusia
secara fundamental menginginkan interaksi dengan sesama. Manusia disebut sebagai
makhluk sosial karena keinginan mereka untuk bergaul satu sama lain (Hermanto & Winarno,
2012). Orang secara alami akan selalu membutuhkan orang lain di kehidupannya untuk
dapat memenuhi kebutuhan fisik dan juga rohaninya. Karena dorongan ini, perkawinan terjadi
dan manusia harus berpasang-pasangan. Agama, kepercayaan, dan pengetahuan
masyarakat dan para pemuka agama memengaruhi budaya perkawinan yang beragam.

Indonesia dikenal dengan adat ketimuran yang kuat yang mencerminkan nilai-nilai
sopan santun dan rasa kekeluargaan yang tinggi. Namun, seiring dengan perkembangan
zaman dan kemajuan peradaban, kehidupan sosial dalam dunia modern semakin menjadi
kompleks dan sulit. Manusia, sebagai makhluk sosial, memiliki dimensi kehidupan pribadi
yang unik, tetapi secara bersamaan, mereka tidak bisa lepas dari interaksi dengan
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masyarakat karena proses kelahiran, pertumbuhan, dan kematian manusia selalu terjadi
dalam konteks sosial. Hal ini mencerminkan sifat alami manusia untuk hidup bersama dan
berinteraksi dengan sesama manusia, serta usaha untuk meneruskan keturunan melalui
pernikahan (Hidayat & Akhmad, 2017).

Tidak dapat disangkal bahwa perkawinan antara individu dengan keyakinan agama
yang berbeda seringkali terjadi dalam kehidupan masyarakat. Namun, di Indonesia,
perkawinan antara individu dengan keyakinan agama yang berbeda belum dapat disahkan,
sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku, yakni UU Nomor 1 Tahun 1974.

Hal ini turut mendasari terjadinya praktek “kumpul kebo” karena banyaknya
pasangan yang ingin hidup bersama akan tetapi tidak bisa menikah dikarenakan berbeda
kepercayaan. Perilaku “kumpul kebo” tentu saja tidak dapat diabaikan begitu saja. Meskipun
belum ada aturan hukum atas tindakan “kumpul kebo”, masyarakat melakukan kontrol sosial
dalam upaya meminimalisir terjadinya perilaku yang dianggap tabu di Indonesia. Adapun jika
tertangkap basah melakukan praktek “kumpul kebo” maka pasangan tersebut akan
menerima sanksi sosial yang sangat memalukan. Sebelum terbitnya Keputusan Presiden No.
12 Tahun 1983, para pasangan beda agama hanya perlu memohon penetapan pengadilan
agar dapat melangsungkan pernikahan di Kantor Catatan Sipil. Hal yang terjadi saat ini
adalah pasangan yang berbeda agama menikah di negara lain, yang memungkinkan
perkawinan beda agama terjadi karena undang-undang perkawinan Indonesia tidak mengatur
perkawinan beda agama.

Setelah pasangan tersebut melangsungkan pernikahannya di luar negeri, mereka
kemudian mendaftarkan pernikahannya di kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal
mereka menurut pasal 56 UU No. 1 Tahun 1974 “Perkawinan yang dilangsungkan di luar
negeri antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara asing adalah
sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu
dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan
Undang-undang ini. Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah
Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan
Perkawinan di tempat tinggal mereka”. Dengan demikian, jika seseorang ingin menikah tetapi
kedua belah pihak tetap memegang agamanya masing-masing, itu akan menyebabkan anak-
anak yang bingung tentang agamanya. Selain itu, perkawinan ini tidak memiliki kepastian
hukum karena hukum perkawinan Indonesia pada dasarnya tidak mengatur secara khusus
mengenai perkawinan antara orang yang berbeda agama (Makalew, 2013).

Perkembangan dan pengembangan teori hukum Indonesia harus melihat kenyataan
bahwa hukum adalah bagian dari kebudayaan Indonesia serta memiliki berbagai kendala.
Salah satunya adalah kendala teknis dalam hal mengenali nilai, norma di masyarakat yang
terkait dengan pengaturan pernikahan dalam hukum nasional yang berpijak pada hukum
positif. Sejalan dengan budaya hukum nasional yang merupakan persoalan pluralitas,
perspektif, dan orientasi hukum yang menekankan manifestasi penting dari nilai-nilai budaya,
dengan meninjau wewenang notaris dalam pernikahan beda agama di Indonesia.

Pernikahan beda agama tidak dilarang oleh hukum karena merupakan perjanjian
yang tidak memiliki substansi sebuah kontrak atau peraturan tertentu. Pemerintah
memerintahkan lembaga pencatatan sipil dan lembaga pernikahan, yang berfungsi untuk
mencatat secara menyeluruh tentang kepribadian seseorang dan memastikan semua
informasi penting tentang pencatatan jiwa setiap orang. Ini termasuk perkawinan, kelahiran,
pengakuan anak, perceraian, dan kematian (Budiono, 2015).

Hukum dapat terbentuk melalui keputusan yang diambil oleh penguasa atau oleh
masyarakat secara keseluruhan, serta melalui proses pelembagaan hukum atau penciptaan
kepastian hukum. Dalam konteks sosial tertentu, mediator hukum dapat berperan dalam
memberikan pemahaman dan pengakuan (Soekanto, 1994). Karena itu, notaris tidak hanya
bertanggung jawab atas tugas legalisasi, tetapi juga dapat memberikan jaminan hukum
kepada pasangan yang menikah beda agama, meskipun hal ini belum diatur oleh undang-
undang Indonesia.

Dari penjelasan sebelumnya, notaris dapat memfasilitasi pernikahan beda agama di
Indonesia atas dua alasan. Pertama, mereka bertindak atas kesadaran akan nilai-nilai budaya
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dan kepercayaan masyarakat sebagai dasar hukum untuk pembuatan undang-undang ini.

Kedua, mereka bertindak sebagai langkah hukum yang memberikan perlindungan hukum

terhadap perkawinan dan hukum keluarga yang mereka buat dalam bentuk akta notaris.

Struktur dari akta notaris ini dapat dibentuk berdasarkan hal-hal berikut (Adjie, 2017):

1. Latar belakang yang akan diperjanjikan;

2. Identifikasi para pihak (subyek hukum) ;

3. Identifikasi obyek yang akan diperjanjikan berikut rumusan substansi akta, yakni :

Kedudukan para pihak.

Batasan-batasan (yang boleh atau atau tidak diperbolehkan) menurut aturan hukum.

Hal-hal yang dibatasi dalam pelaksanaannya.

pengadilan.

Kaitannya dengan akta lain

Dengan batasan lingkup dari kegunaan umum yang dibagi menjadi 3 (tiga) tahap: (1)
organisasi dalam masyarakat, (2) golongan dalam masyarakat, dan (3) individu (Soekanto,
1994). Dalam kehidupan bernegara, kehidupan hukum dalam masyarakat merupakan salah
satu aspek yang harus ditegakkan keberadaannya. Pandangan ini dipercaya karena
Indonesia adalah negara hukum dan melihat ke depan ke arah masyarakat modern. Oleh
karena itu, perlu ada hukum nasional yang mengintegrasikan perspektif Indonesia dan
memenuhi tuntutan zaman (Dimyati, 2010).

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah yang timbul
dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengapa Kewenangan Notaris menurut Undang No 2 Tahun 2014, hanya sebatas
membuat akta perjajinan yang berperan sebagai perlindungan hukum bagi perkawinan
beda agama bukan mengesahkan terjadinya perkawinan beda agama?

2. Bagaimana kedudukan perjanjian perkawinan beda agama yang dibuat notaris
berdasarkan UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris?

®oo T

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang memiliki
pendekatan deskriptif analisis. Pendekatan ini bertujuan untuk menjelaskan dan
menganalisis fakta yang relevan dengan masalah yang diteliti yaitu mengenai perjanjian
perkawinan pasangan beda agama, serta mengaitkannya dengan teori dan praktek
hukum yang relevan.

Sumber utama data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang merupakan
informasi yang sudah ada sebelumnya seperti UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan
UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Secara umum, penelitian dapat dibagi menjadi
tiga jenis berdasarkan sumber datanya: penelitian lapangan, penelitian pustaka, dan
penelitian laboratorium. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari bahan
pustaka (library research) dan dianalisis menggunakan metode analisis data kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

KEWENANGAN NOTARIS MENURUT UU NO. 2 TAHUN 2014 SEBAGAI PERLINDUNGAN
HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA
A. Kedudukan Perkawinan Beda Agama yang Terjadi di Luar Negeri Berdasarkan UUD 1945
Perkawinan adalah proses legalitas dari sebuah hubungan antara seorang laki-laki dan
seorang wanita dewasa sehingga pasangan tersebut dapat tinggal bersama dan
memperoleh keturunannya secara legal. R. Subekti seorang mantan ketua Mahkama
Konstitusi Indonesia menyatakan, “perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-
laki dengan perempuan dalam waktu yang lama” (Subekti, 1976).
Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1,
perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai
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suami istri sebagai tujuan untuk membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang bahagia
dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dasar hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia adalah (Syahputra, 2011):

1) Buku 1 KUH Perdata yaitu Bab IV sampai dengan Bab XI

2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

3) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1974 Tentang Pelaksanaan UU No, 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan

4) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama

5) Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan dan penambahan PP No.
10 Tahun 1983 tentang lIzin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

6) Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Pasal
1-170 KHI).

Dalam perkembangannya, terjadinya perkawinan beda agama di Indonesia merupakan
suatu hal yang tak terelakkan. Perkawinan beda agama adalah ikatan baik fisik maupun
spiritual antara seorang pria dan wanita. Karena mereka memiliki keyakinan agama yang
berbeda, mereka terikat pada dua set peraturan yang berbeda mengenai persyaratan dan
pelaksanaan perkawinan sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Tujuan dari
perkawinan beda agama adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng,
yang didasarkan pada kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa (laela, rozana, & mutiah,
2016). Perkawinan berbeda agama merupakan suatu hal yang pastinya tidak diharapkan oleh
masing-masing pihak calon pengantin. Namun, karena dasar cinta dan rasa kecocokan satu
sama lainnya mampu mengenyampingkan keagamaan masing-masing pihak demi status
hubungan mereka.

Banyak pasangan berbeda agama yang tidak melangsungkan perkawinan beda agama
karena menganggap bahwa perkawinan dengan beda agama adalah taboo (hal yang
dianggap memalukan), selain daripada tidak mendapat restu dari keluarga masing-masing
pasangan. Namun, jalur untuk memilih tidak menikah pun bukanlah hal yang baik sebab
banyak dari mereka yang melakukan tinggal bersama tanpa menikah yang biasa disebut
dengan “kumpul kebo”. Perilaku “kumpul kebo” akan membawa mereka kepada sanksi sosial
dalam kehidupan bermasyarakat karena tidak ada bedanya dengan zina.

Perkawinan antar agama masih belum diizinkan di Indonesia, meskipun kita menyadari
bahwa masyarakat Indonesia memiliki keberagaman suku, agama, dan ras yang jelas.
Konsep Bhinneka Tunggal Ika mencerminkan semangat nasionalisme yang tidak dapat
diabaikan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai saat ini, hak untuk menikah beda agama di
Indonesia dianggap bertentangan dengan UUD 1945 karena dianggap tidak sah secara
hukum. Selain itu, keabsahan suatu perkawinan juga berdampak pada konsekuensi
hukumnya, artinya, ketidaksahannya dapat menyebabkan ketidakjelasan dalam hal hak dan
kewajiban hukum antara suami, istri, orang tua, dan juga anak.

Sementara perkawinan beda agama masih menjadi topik yang kontroversial di
kalangan masyarakat, pendapat yang beragam terus bermunculan. Salah satu pandangan di
masyarakat yang mendukung pluralisme dan kebebasan individu mereka menyatakan
pernikahan anatar agama merupakan hak asasi manusia khsusunya dalam aspek
menentukan pasangan terlepas adanya perbedaan agama atau filosofis. Namun, di sisi lain,
ada yang berpendapat bahwa agama-agama memiliki larangan terhadap perkawinan antara
individu dari berbagai keyakinan, sehingga hal ini tidak dapat diterima terutama bagi orang
yang memegang keyakinan agama dan adat istiadat yang kuat (Sugianti, Tobing, & Putranto,
2023).

Setiap agama, termasuk Islam, Katolik, Protestan, Hindu, dan Buddha, memiliki aturan
yang berbeda mengenai prosedur dan persyaratan pernikahan. Perkawinan antara orang
yang beragama yang sama tidaklah menjadi suatu masalah. Akan tetapi akan menjadi
permaslaahan bila mereka yang berbeda agama ingin melangsungkan perkawinan
menghadapi masalah karena cinta yang mendalam membuat mereka ingin melakukannya
tanpa mengorbankan iman masing-masing (Rasidi, 1991).

Perkawinan beda agama di Indonesia sudah banyak terjadi dan hingga saat ini belum
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ada solusi hukum atas kejadian ini, padahal lembaga perkawinan merupakan hal yang tidak
kalah pentingnya dalam kehidupan hukum masyarakat. Perihal pengakuan perkawinan beda
agama ini menjadikan masyarakat yang berkeinginan untuk menikah menjadi mencari jalan
keluar atas permasalahannya dengan cara mengenyampingkan hukum nasional dengan cara
melangsungkan perkawinan di luar negeri. UUD 1945 sendiri hanya membahas perkawinan
pada Pasal 28 B ayat (1) secara umum yakni : “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan
melanjutkan perkawinan yang sah”, sedangkan pengertian mengenai perkawinan yang
dianggap sah dimata hukum Indonesia belum mengatur tentang perkawinan beda agama.
Perilaku mengenyampingkan hukum nasional dengan cara melangsungkan perkawinan di
luar negeri sebenarnya sudah sangat sering dilakukan oleh Warga Negara Indonesia yang
dapat kita tarik kesimpulannya bahwa hukum yang ada pada saat ini masih belum mampu
memenuhi kebutuhan masyarakat.

B. Kedudukan Perkawinan Beda Agama yang terjadi di Luar Negeri berdasarkan UU No. 1
Tahun 1974

Para pasangan berbeda agama tersebut kemudian mencari celah hukum bagaimana
agar bisa mendapatkan pengakuan hukum di mata hukum Indonesia dengan cara menikah
namun tetap memeluk keyakinan masing-masing tanpa berpindah keyakinan. Sehingga,
dewasa ini sangat banyak terjadi para pasangan berbeda agama tersebut melangsungkan
perkawinan di luar negeri lalu kembali ke Indonesia untuk mencatatkannya.

Pada bulan Mei 2011, Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta melaporkan 79 pencatatan
perkawinan di luar negeri. Australia, Singapura, Hongkong, dan Amerika Serikat adalah
negara yang banyak dipilih pasangan berbeda agama untuk menikah. Negara-negara
tersebut memiliki sistem hukum Common Law yang menangani masalah status personal
berdasarkan prinsip domisili. Menurut prinsip ini, warga negara manapun yang berdomisili di
negara lain harus tunduk kepada hukum negara tempat domisilinya saat ini.

Perkawinan mayarakat di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974, yang di dalamnya telah berlandaskan pada asas-asas yang dihayati oleh bangsa
Indonesia, yakni (Isnaeni, 2016);

1. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal

2. Perkawinan dianggap sah kalau diselenggarakan berdasarkan hukum agama dan
kepercayaannya, untuk kemudian dilakukan pencatatan sesuai aturan

3. Asas monogami pada dasarnya dipergunakan sebagai landasan.

4. Calon mempelai hendaknya sudah matang jiwa dan raga saat melangsungkan perkawinan.

5. Mengingat tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal
serta sejahtera, maka dianutlah prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian

6. Ada keseimbangan kedudukan hukum antara suami dan istri.

Sebenarnya niat masing-masing individu ketika mau berkomitmen untuk
melangsungkan perkawinan sudah sangat bijak mengingat dapat mencegah diri dari
perbuatan zina dan melawan tindakan hukum. Tetapi perbuatan perkawinan beda agama ini
tetap dianggap melanggar norma ketimuran di Indonesia yang dengan tegas pada Pancasila
mengatakan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 56 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa jika perkawinan melibatkan
warga negara Indonesia dan dilangsungkan di luar Indonesia, baik keduanya maupun hanya
salah satu dari pasangan yang memiliki status WNI, maka dalam waktu satu tahun setelah
kembali ke Indonesia, mereka harus mendaftarkan surat bukti perkawinan yang diperoleh di
luar negeri tersebut di Kantor Pencatatan Perkawinan sesuai dengan domisili tempat tinggal
mereka. Proses pelaporan perkawinan seperti yang diatur dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-
Undang Perkawinan akan dicatat dalam register akta perkawinan dan akan diterbitkan surat
keterangan perkawinan luar negeri.

Prosedur pelaksanaan perkawinan di luar Indonesia sama dengan pernikahan yang
dilangsungkan di dalam negeri. Bagi warga negara Indonesia yang menikah di luar negeri,
proses ini akan diawasi dan dicatat oleh bagian konsuler Perwakilan Rl di negara tempat
pernikahan berlangsung (Syahputra, 2011). Jika pengumuman pernikahan telah dipajang
selama sepuluh hari kerja, akad nikah dapat dilakukan. Namun, akad nikah hanya boleh
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dilakukan oleh penghulu dalam keadaan mendesak, dengan izin terlebih dahulu dari Kantor
Perwakilan RI di negara tersebut.

Negara-negara yang ditunjuk oleh para pasangan beda agama adalah negara yang
menganut prinsip /ex loci celebrationis dalam hukum perkawinannya. Negara-negara tersebut
berarti menunjuk hukum dimana tempat perkawinan tersebut diselenggarakan, berdasarkan
Hukum Perdata Internasional. Poin ini lah sebagai benang merah para pasangan yang beda
agama untuk melaksanakan perkawinannya. Perkawinan di negara-negara tersebut
menganut perkawinan sipil (civil marriage) tanpa menggunakan unsur perkawinan agama
(religious marriage), seperti yang telah diketahui bahwa di negara-negara liberal tidak
mencampuri urusan agama masing-masing orang karena merupakan privasi. Perkawinan
yang dilakukan di luar negeri apabila sudah dicatatkan maka akan berkekuatan sama dengan
perkawinan di dalam negeri. Sehingga jika terjadi perceraian tetap dapat dipersidangkan di
Indonesia karena sudah memiliki alat bukti yang memiliki kekuatan hukum yang sempurna.

C. Hambatan-hambatan Perkawinan Beda Agama yang terjadi di Luar Negeri terhadap Tata
Peraturan di Indonesia

1. Tata Hukum Indonesia

Tata hukum suatu negara (ius constitutum =hukum positif) adalah sebuah tata hukum
yang diterapkan atau disahkan oleh suatu negara (Asikin, 2012). Oleh karena itu, tata hukum
Indonesia adalah hukum yang dibuat dan disetujui oleh pemerintah Negara Republik
Indonesia. Dengan perkembangan dan reformasi hukum di Indonesia saat ini, /us
Constitutum, lus Constituendum, dan lus Naturale akan terus berkembang (Arisandi, 2019).
Secara lebih terintegrasi, hirarki perundangan di Indonesia terdiri atas;
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah
Peraturan Presiden
Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Mempelajari tata hukum di Indonesia memberikan pemahaman agar mengetahui

perbuatan atau tindakan apa saja yang bertentangan dengan hukum, mengetahui kedudukan
seseorang dalam masyarakat, mengetahui sanksi-sanksi atas perbuatan melanggar hukum.
Ada dua pola tata hukum yang berlaku pertama adalah Hukum Antar Tata Hukum Ekstern
yaitu mengatur hubungan hukum antara individu yang tunduk pada sistem hukum yang
berbeda di satu negara, sedangkan kedua adalah Hukum Antar Tata Hukum Intern hal ini
mengatur hubungan hukum antara individu yang tunduk pada sistem hukum dari dua atau
lebih negara.
2. Sahnya Perkawinan di Indonesia

Ketentuan mengenai sahnya perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan dijelaskan dalam Pasal 2 (1) UU No. 1 tahun 1974, yang menyatakan bahwa
perkawinan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dalam
agama Islam, Kristen/Katolik, Hindu, dan Buddha. Istilah "hukum masing-masing agamanya"
merujuk pada hukum yang berlaku dalam agama yang dianut oleh pasangan pengantin,
bukan dari dua agama yang berbeda yang dianut oleh kedua pasangan atau keluarga mereka
(Hadikusuma, 2007). Dengan demikian, perkawinan dianggap sah sebagai perkawinan antar
agama jika diatur sesuai dengan tata tertib agama yang dianut oleh calon suami atau istri,
bukan agama yang dianut oleh kedua pasangan dan keluarga mereka.
3. Pelaporan Perkawinan Beda Agama di Luar Negeri

Perkawinan antaragama yang terjadi karena paksaan biasanya dilangsungkan oleh
pasangan di luar negeri, dan kemudian mereka melaporkan perkawinan tersebut di Indonesia
(Pemerintah Indonesia, 1975). Ketika perkawinan antaragama dilangsungkan di luar negeri,
hal ini juga termasuk dalam ranah Hukum Perdata Internasional, sehingga perlu dievaluasi
dengan menggunakan aturan-aturan Hukum Perdata Internasional. Van Brakel, dalam
bukunya "Grand Slagen en Beginselen van Netherlands International Privaatrecht
menyatakan bahwa Hukum Perdata Internasional adalah hukum nasional yang disusun untuk
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mengatur hubungan-hubungan hukum internasional (Sunaryati Hartono, 1989:8). Bagi negara
Indonesia, di mana perkawinan dilangsungkan di luar negeri, diperlukan pengetahuan tentang
hukum yang mengatur perkawinan yang dilakukan di luar negeri.

Mengenai legalitas perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, hal ini dapat
merujuk pada persyaratan dari hukum negara asing di mana perkawinan itu berlangsung.
Jika hukum negara asing mengakui perkawinan tersebut sah, maka berdasarkan asas
comitas gentium (kesopanan bangsa), suatu negara harus mengakui pelaksanaan suatu hak
yang dilakukan, dan sebaliknya (Andayani, 2005).

Dalam hal pasangan warga negara Indonesia yang menikah di luar negeri biasanya
mencatatkan perkawinan mereka di Kantor Catatan Sipil, dan data yang mereka catat
dimasukkan ke dalam data perkawinan di luar negeri. Kantor Catatan Sipil hanya mencatat
perkawinan, bukan mengeluarkan akta perkawinan.

D. Peran Hukum atas Hambatan terhadap Penerapan Peraturan Perkawinan Beda Agama
yang terjadi di Luar Negeri berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974

Awal mula pengaturan perkawinan di Indonesia dimulai dengan diterbitkannya Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebelum adanya undang-undang tersebut,
Indonesia mengikuti hukum adat dan hukum agama sebagai acuan dalam perkawinan.
Sebagaimana yang diketahui, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur
mengenai perkawinan antar agama, seperti yang tertera dalam Pasal 2 UU Perkawinan. Sejak
berlakunya Undang-undang Perkawinan pada 1 Oktober 1974, perkawinan di Indonesia tidak
diperbolehkan dilakukan di luar kerangka hukum agama dan kepercayaan masing-masing
individu. Jika hal ini tetap terjadi, perkawinan tersebut tidak akan diakui sah berdasarkan
Pasal 2. Antusiasme para pasangan perkawinan beda agama di Indonesia tidak dapat
dihentikan mengingat kondisi negara Indonesia mengingat keragaman agama yang dianut
oleh masyarakat Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu.
Sehingga para pasangan yang berbeda keyakinan tersebut harus mencari jalan lain dalam
mencatatkan hubungan perkawinan mereka.

Menurut Abdurrahman dalam Kompedium Bidang Hukum Perkawinan, ada beberapa
cara yang dapat ditempuh oleh mereka yang ingin melakukan perkawinan beda agama, yaitu
(Rahman, 2011); Pertama, pasangan menikah berdasarkan agama pasangannya.
Pasangan dapat melakukan perpindahan keyakinan agama dalam dua bentuk untuk
dapat menikah. (1) Perubahan agama hanya dilakukan sebagai formalitas untuk memenuhi
syarat sahnya perkawinan dan didokumentasikan secara resmi; namun, setelah pernikahan,
pasangan kembali ke keyakinan agama mereka dan tetap mengikuti ajarannya. Kasus
perkawinan beda agama dengan cara ini sering terjadi, yang dapat menimbulkan masalah di
masa depan dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga mereka ; (2) Pernikahan yang
sepenuhnya dan sungguh-sungguh mengubah keyakinan agama mereka dan
mempraktikkannya dalam kehidupan perkawinan dan keluarga mereka ; (3) Setiap individu
dalam pasangan tetap mempertahankan keyakinan agamanya sendiri. Perkawinan dilakukan
sesuai dengan agama masing-masing pasangan. Sebagai contoh, pernikahan dilangsungkan
pada waktu pagi menurut keyakinan agama salah satu pasangan, dan di waktu siang atau
sore harinya, agama yang lain melakukan pernikahan. Karena Undang-Undang Perkawinan
tidak mengatur secara eksplisit mengenai perkawinan agama, status perkawinan menjadi
tidak jelas.

Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua warga negara Indonesia
atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara asing dianggap sah jika
dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilaksanakan,
dan tidak melanggar UU Nomor 1 Tahun 1974 bagi warga negara Indonesia (Adikusuma,
2007).

Aksi melakukan perkawinan beda agama di luar negeri ini dapat dianggap perbuatan
penyeludupan hukum. Penyeludupan hukum yang dalam bahasa Belanda wetsonduiking, dan
dalam bahasa Prancis disebut dengan fraude a /a loi sedangkan dalam bahasa Anglo Saxon
disebut dengan fraudulent creation of point o contact. Hal ini biasanya diartikan dengan
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menghindari hukum nasional dari suatu negara yang untuk melakukan suatu perbuatan dan
mencari opsi hukum negara lain yang memperbolehkan perbuatan hukum tersebut.

Menurut pasal-pasal UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ketentuan-ketentuan
tersebut bersifat memaksa (dwingend recht) dan tidak dapat dibatalkan oleh kedua belah
pihak meskipun mereka telah mencapai kesepakatan. Sifat memaksa dari ketentuan-
ketentuan tersebut bertujuan untuk menjaga agar struktur kehidupan masyarakat tetap
kokoh dan tidak dapat runtuh karena kesalahan yang dilakukan oleh pihak lain (Isnaeni, 2016).
Permasalahan mengenai perkawinan beda agama yang diberlangsungkan di luar negeri
sebenarnya juga menyentuh ranah Hukum Perdata Internasional, yang sering disebut dengan
Conflict of Laws. Berdasarkan kajiannya, suatu permasalahan dapat disebut memasuki ranah
Hukum Perdata Internasional adalah ketika ada hal-hal yang bersangkutan dengan unsur
territorial dan unsur personal. Unsur territorial adalah ketika sesama warga negara Indonesia
yang berbeda agama melangsungkan perkawinan mereka di luar negeri, sedangkan unsur
personal adalah ketika terjadi perkawinan di luar negeri diantara warga negara Indonesia
dengan warga negara asing. Hal ini berkaitan dengan sejauh mana suatu negara dapat
menerima putusan dan/atau penetapan hukum dari negara lainnya.

Hal ini menjadi perdebatan hukum yang cukup tajam yang dimana, apa yang
mendasari negara Indonesia harus menerima akta perkawinan yang dilakukan di luar negeri
untuk di catatkan di Indonesia, sementara hal mengenai perkawinan beda agama sendiri
berdasarkan Pasal 56 UU Perkawinan sudah secara tegas menyatakan bahwa perkawinan itu
tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang di Indonesia.

Berdasarkan risalah sidang Mahkamah Konstitusi pada 29 Juni 2022 dalam judicial
review UU Pernikahan seolah membuka peluang bagi para pasangan beda agama di
Indonesia untuk melakukan perkawinannya di tanah air. Hal ini didasari oleh alasan
persamaan dalam hak dan kesetaraan pernikahan, persamaan hak dan kesetaraan setiap
manusia juga telah dinyatakan dalam berbagai konvenan dan konvensi. Salah satunya dalam
Konvenan Hak Sipil Politik, Pasal 2 ayat (1) yang berisi : “Menghormati hak-hak tanpa
pembedaan apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik
atau lainnya, asal usul kebangsaan, dan sosial, properti, kelahiran dan status lannya”.
Menurut Usman Hamid selaku Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, tidak
perlu ada hal yang membuat ragu untuk membolehkan perkawinan beda agama.

Selama belum ada perundangan dan lembaga yang mengurusi perkawinan beda
agama, maka sejauh ini perkawinan beda agama yang dilakukan di Indonesia harus selalu
melalui pengajuan pasangan beda agama tersebut ke pengadilan dan bilamana disetujui
maka mereka dapat melangsungkan perkawinan mereka di pencatatan sipil namun bilamana
ditolak maka mereka mungkin mengajukan permohonan kembali atau melangsungkan
perkawinan mereka di negara lain.

KEDUDUKAN PERJANJIAN PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DIBUAT NOTARIS DAPAT
BERLAKU SECARA LEGALITAS SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UU NO. 2 TAHUN 2014
TENTANG JABATAN NOTARIS
A. Pengertian Perjanjian Perkawinan Beda Agama
1. Perjanjian Perkawinan di Indonesia
Perjanjian perkawinan "Huwelijksevoorwaarden" berasal dari kata "huwlijk’, yang
merujuk pada perkawinan antara laki-laki dan perempuan, dan "voorwaard', yang berarti
syarat. Pasangan suami dan istri membuat perjanjian sebelum, selama, atau setelah
pernikahan mereka. Dokumen ini dikenal sebagai perjanjian perkawinan. Menurut Soetojo
Prawirohamidjojo, perjanjian perkawinan adalah kesepakatan yang dibuat oleh pasangan
yang akan menikah sebelum atau saat pernikahan mereka dilangsungkan untuk mengatur
keuangan mereka setelah pernikahan (Hamidjojo, 1986).
Perjanjian perkawinan menurut Pasal 47 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa:
1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat
membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan
harta dalam perkawinan
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2) Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan
pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan
dengan Islam.

3) Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu
menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta
pribadi dan harta bersama atau syarikat.

Selain itu, terdapat konsep perjanjian perkawinan yang didasarkan pada Hukum
Perdata, yang diatur dalam Pasal 119, Pasal 147 jo. Pasal 139 Hukum Perdata. Menurut
ketentuan ini, perjanjian perkawinan mulai berlaku saat perkawinan dilangsungkan, dan harta
kekayaan pasangan suami-istri menjadi milik bersama secara hukum, kecuali ada ketentuan
lain yang ditetapkan dalam perjanjian perkawinan. Pasal 147 Kode Hukum Perdata
menjelaskan perjanjian kawin harus dibuat melalui akta notaris sebelum perkawinan
dilangsungkan, dan akan dinyatakan tidak berlaku jika tidak dibuat.

Sebelum diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019, mengenai perjanjian perkawinan diatur di dalam Pasal 139 hingga
Pasal 179 KUH Perdata. Perjanjian perkawinan diatur oleh empat puluh pasal Kode Hukum
Perdata. Pada pasal 139 dinyatakan bahwa "Dengan mengadakan perjanjian kawin, kedua
calon suami berhak menyiapkan beberapa penyimpangan peraturan perundang-undang
sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata-susila yang baik
atau tata tertib umum, dan asal diindahkan pula segala ketentuan di bawah ini menurut pasal
berikutnya."

Ketentuan ini memungkinkan penolakan harta bersama. Namun, Pasal 144 Undang-
Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa "ketiadaan persatuan harta kekayaan tidak
berarti tidak adanya persatuan untung rugi, kecuali jika secara tegas ditiadakan." Dengan
kata lain, jika perjanjian perkawinan hanya menetapkan kesepakatan untuk menghapus
persatuan harta kekayaan, maka persatuan untung rugi antara pasangan suami istri tetap
berlaku secara hukum, kecuali ditentukan lain (Pratiwi, Nawi, & Khalid, 2021).

Pertama, ada larangan terhadap perjanjian yang menghilangkan kekuatan suami
sebagai kepala perkawinan (maritale macht) atau otoritasnya sebagai ayah (ouderlijke
macht), atau mencabut hak-hak suami atau istri yang meninggal. Selain itu, perjanjian juga
tidak boleh menetapkan bahwa pasangan akan memiliki andil yang lebih besar dalam aset
daripada tanggungan pasif. Larangan ini bertujuan untuk mencegah pasangan suami-istri
mendapatkan keuntungan pribadi dengan merugikan pihak ketiga (Subekti, 1976).

Perjanjian perkawinan sekarang mengatur banyak hal, bukan hanya harta gono-
gini. Semakin pesatnya modernisasi dan tuntutan persamaan derajat antara suami
dan istri mendorong perjanjian perkawinan di Indonesia. Dengan membuat perjanjian
kawin, pasangan yang akan menikah memiliki hak untuk menyimpang dari undang-
undang yang berkaitan dengan persatuan harta kekayaan, asalkan perjanjian itu tidak
melanggar tata susila atau tata tertib umum dan diindahkan pula segala ketentuan
berikut (Subekti & Tjitrosudibio, 1978): Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974
Pasal 29, menjelaskan bahwa; (a) Para pihak mengadakan perjanjian perkawinan disahkan
oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, (b) Perjanjian tidak dapat disahkan jika melanggar batas-
batas hukum, agama dan kesusilaan. (c) Perjanjian mulai berlaku sejak perkawinan
dilangsungkan, (d) Selama perkawinan berlansung, perjanjian tidak dapat diubah kecuali
permohonan dan persetujuan kedua belah pihak.

Tujuan dibuatnya perjanjian perkawinan antara lain adalah (Sumaryono, 2017);

(1) untuk memisahkan harta kekayaan antara pihak suami dan istri sehingga harta kekayaan
mereka tidak bercampur. Oleh karena itu, jika suatu saat mereka bercerai, harta dari
masing-masing pihak terlindungi dan tidak ada perebutan harta kekayaan bersama atau
gono gini.

(2) Atas hutang masing-masing pihak pun yang mereka buat dalam perkawinan mereka,
masing-masing akan bertanggungjawab sendiri-sendiri

(3) Jika salah satu pihak ingin menjual harta kekayaan mereka tidak perlu meminta izin dari
pasangannya (suami/istri)
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(4) Begitu juga dengan fasilitas kredit yang mereka ajukan, tidak lagi harus meminta izin
terlebih dahulu dari pasangan hidupnya dalam hal menjaminkan asset yang terdaftar atas
nama salah satu dari mereka.

Menurut UU Perkawinan, perjanjian kawin hanya boleh dibuat sebelum perkawinan dan

disahkan pada saat perkawinan, dan menegaskan bahwa perubahan yang dilakukan selama

perkawinan tidak boleh merugikan pihak ketiga.

B. Hak dan Kewenangan Notaris dalam Ruang Lingkup Pembuatan Perjanjian Perkawinan

Beda Agama

Hak notaris diatur dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Kewenangan notaris dalam bahasa Inggris disebut the notary of authority sedangkan dalam
bahasa Belanda disebut dengan de notaris autoriteit, hai ini terkait dengan otoritas notaris.
Undang-undang memberikan notaris otoritas untuk membuat akta autentik, serta otoritas
lainnya.

Akta autentik adalah akta yang dibuat oleh Notaris atau di hadapan Notaris. Akta
autentik dapat berupa (a) semua tindakan, (b) perjanjian, (c) penetapan yang diharuskan oleh
hukum, dan/atau (d) hal-hal yang diinginkan oleh pihak yang berkepentingan untuk
dinyatakan dalam akta autentik (Salim, 2018). KUH Perdata Pasal 147 turut menyatakan
kewenangan Notaris dalam pembuatan akta perjanjian kawin.

Dalam kebanyakan kasus, akta perjanjian kawin yang dibuat dengan akta notaris
dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum antara kedua belah pihak mengenai hak
dan kewajiban suami dan istri terhadap harta kekayaan serta untuk melindungi masalah
lainnya yang mungkin muncul di masa depan. Salah satu alasan untuk membuat perjanjian
perkawinan dengan akta notaris adalah untuk memastikan tanggal resminya. Jika perjanjian
perkawinan dibuat dengan akta di bawah tangan, tanggal mundur mungkin mengubah isi dan
syarat perjanjian perkawinan, yang dapat merugikan pihak ketiga. Selain itu, syarat ini
dimaksudkan untuk memberikan perjanjian perkawinan kekuatan hukum untuk memberikan
pembuktian dan kepastian tentang hak dan kewajiban calon pasangan suami istri atas harta
benda mereka (Harahap, 2005).

Pada awalnya, terlihat bahwa notaris memiliki peran ganda. Dengan waktu dan evolusi,
jabatan notaris mengalami perubahan dalam hal kewenangan, luas, dan tanggung jawab
yang diberikan oleh posisi sebagai pejabat umum (Budiono, 2015).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XI1/2015 pada tangal 21 Maret 2006
mengenai pemeriksaan hukum terhadap Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan telah mengubah
ketentuan tentang waktu pembuatan perjanjian perkawinan. Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 69/PUU/XII/2015 tidak hanya memperluas arti waktu pembuatan perjanjian
perkawinan, tetapi juga memperluas lembaga yang bertanggung jawab atas pengesahan
perjanjian perkawinan. Menurut Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XI1/2015
menyatakan bahwa; “perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan
atau Notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga
tersangkut” (Adoara & Santyaningtyas, 2022).

Dalam UU No. 2 Tahun 2014, Mahkamah Konstitusi memberikan wewenang baru yang
sebelumnya tidak ada. Keistimewaan ini digunakan untuk mengesahkan perjanjian
perkawinan yang dibuat oleh kedua belah pihak yang disebut sebagai suami istri. Karena
perjanjian perkawinan yang dibuat dalam akta notaris hanya dapat mengikat pihak yang
membuatnya, perjanjian tersebut tidak serta merta mengikat pihak ketiga. Hanya pihak yang
membuat perjanjian tersebut yang dapat mengikat pihak ketiga. Ini karena pihak ketiga harus
diikat oleh tindakan yang berkaitan dengan asas publikasi.

Ada beberapa jenis perjanjian perkawinan yang dapat dibuat oleh notaris yakni;

1. Perjanjian Perkawinan Pisah Harta,

Perkawinan pisah harta adalah jenis perkawinan di mana pasangan menikah tanpa
persatuan harta, atau dengan kata lain, tidak ada harta bersama yang timbul sebagai hasil
dari perkawinan mereka.

2. Perjanjian Perkawinan Persatuan Untung dan Rugi

Perjanjian perkawinan persatuan untung rugi menetapkan bahwa pasangan akan
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mempertahankan harta mereka, baik harta pribadi bawaan maupun hadiah khusus yang
diberikan kepada mereka, serta hak-hak yang diberikan oleh undang-undang, seperti
warisan, hibah, dan wasiat. Selama perkawinan, semua keuntungan yang diperoleh dari
tenaga kerja atau modal menjadi harta bersama. Sebaliknya, segala kerugian yang diderita
oleh pasangan dalam memenuhi kebutuhan hidup bersama menjadi kerugian dan
tanggung jawab bersama.

. Perjanjian Perkawinan Persatuan Hasil Pendapatan

Perjanjian persatuan hasil pendapatan adalah perjanjian antara pasangan yang bertujuan
untuk menggabungkan semua keuntungan, yaitu hasil dan pendapatan, secara eksklusif.
Perjanjian ini serupa dengan "perjanjian untung" semata, tetapi tidak diperjanjikan bahwa
semua keuntungan akan diperjanjikan. Menurut Wirjono Prodjodikoro, "Istri hanya
bertanggung jawab atas kerugian yang diderita akibat dari perbuatan sendiri."

Prosedur pembuatan perjanjian perkawinan di notaris antara lain adalah (Ningsih,

Utama, & Sarjana, 2017);

1.

Pasangan suami istri harus mengajukan surat permohonan yang ditulis secara tertulis dan
ditandatangani di atas materai senilai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Ketua
Pengadilan Negeri di daerah tempat tinggal mereka masing-masing. Surat permohonan ini
harus menjelaskan mengapa mereka ingin mengajukan perjanjian perkawinan, bersama
dengan bukti-bukti kelengkapan yang terkait dengan perkawinan mereka. Jika
permohonan diterima oleh hakim, surat permohonan menjadi penetapan keluar yang
dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat perjanjian perkawinan secara notaris dan
autentik di kantor notaris. Ini memiliki kekuatan bukti yang kuat karena tercantum di
dalamnya tanggal pembuatan akta, yaitu tanggal resmikannya.

Suami istri yang memiliki kewarganegaraan yang berbeda harus membawa paspor atau
kitas ke notaris bersama dengan surat penetapan pengadilan dan Kartu Tanda Penduduk
(KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Notaris akan memeriksa kesesuaian persyaratan yang
dibawa oleh calon suami istri dengan aslinya.

. Suami dan istri akan dihubungi oleh notaris untuk menanyakan isi perjanjian perkawinan

yang disepakati untuk dicantumkan dalam draft perjanjian perkawinan.

. Terlebih dahulu, draft perjanjian perkawinan diberikan kepada pasangan untuk dibaca dan

dipahami maksud setiap kalimat dan pasal. Setelah dibaca dan dipahami, notaris akan
menanyakan apakah pasangan setuju dengan isi draft. Jika disetujui, notaris akan
membaca akta pada hari dan tanggal yang sama dan akta dapat ditanda tangani suami
istri untuk dapatkan dibuatkan salinannya olej notaris.

Salinan akta perjanjian perkawinan yang dibuat oleh notaris harus dicatatkan ke KCS dan
kemudian dilaporkan ke kantor dinas kependudukan setempat setelah pencatatan
perkawinan. Akibatnya, apabila akta perjanjian perkawinan tersebut dicatatkan di pinggir
kolom akta perkawinan suami istri dan dilaporkan ke kantor dinas kependudukan,
perjanjian perkawinan tersebut berlaku bagi keduanya dan bagi pihak ketiganya. Jika
perjanjian perkawinan belum didaftarkan ke KCS dan belum dilaporkan ke kantor dinas
kependudukan, maka itu hanya mengikat pasangan itu sendiri dan tidak mengikat pihak
ketiga. Akibatnya, pihak ketiga mungkin menganggap perkawinan pasangan itu sebagai
percampuran harta kekayaan.

C. Kedudukan Perjanjian Perkawinan Beda Agama yang dibuat Notaris dapat berlaku

secara Legalitas sebagaimana diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2014
Kesempurnaan dari akta notaris sebagai alat bukti berarti akta tersebut harus dilihat

secara langsung, tidak perlu dinilai atau ditafsirkan selain apa yang tertulis dalamnya (Adjie,
2017). Sehingga hal ini dianggap cukup kuat bagi syarat dari sahnya suatu perjanjian
perkawinan. Di dalam ketentuan Pasal 139-143 KUH Perdata, diatur mengenai hal-hal yang
tidak dapat dimuat dalam perjanjian kawin, yaitu (Syahputra, 2011);

a. Tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan (openbare orde)

b. Tidak boleh melanggar kekuasaan suami sebagai kepala di dalam perkawinan

c. Tidak boleh melanggar hak kekuasaan orang tua
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d. Tidak boleh melanggar hak yang diberikan Undang-Undang kepada suami atau istri yang
hidup terlama

e. Tidak boleh melanggar hak suami di dalam statusnya sebagai kepada persatuan suami-
istri

f. Tidak boleh melepaskan haknya atas /egitieme partie (hak mutlak) atas warisan dari
keturunannya dan mengatur pembagian warisan dari keturunannya

g. Tidak boleh diperjanjikan bahwa sesuatu pihak harus membayar sebagian utang yang
lebih besar daripada bagian keuntungannya

h. Tidak boleh diperjanjikan dengan kata-kata umum, bahwa ikatan mereka akan diatur oleh
undang-undang luar negeri, adat kebiasaan atau peraturan daerah.

Menurut Pasal 147 Undang-Undang Hukum Perdata, setiap perjanjian kawin harus
dibuat dengan akte notaris sebelum perkawinan dilangsungkan, dan perjanjian ini mulai
berlaku untuk pihak ketiga sejak hari pendaftarannya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
setempat, tempat pernikahan dilangsungkan (Pasal 152 Undang-Undang Hukum Perdata).
Perjanjian kawin tidak boleh diubah setelah perkawinan berlangsung (Pasal 149 Kode Hukum
Perdata).

Perjanjian perkawinan mengenai harta bersama yang dibuat setelah pencatatan
perkawinan terhadap pihak ketiga baru memiliki kekuatan mengikat akta notariil. Perjanjian
ini akan berkekuatan hukum jika ditindaklanjuti secara tertulis dengan akta notariil di
hadapan notaris, kemudian dibawa ke KCS untuk dicatatkan dan kemudian dilaporkan ke
kantor dinas pendudukan di tempat pasangan menikah. Kekuatan mengikat sebagaimana
layaknya undang-undang akan dihasilkan dari konsensus suami istri untuk membuat
perjanjian perkawinan (asas pacta sunt servanda) (Ningsih, Utama, & Sarjana, 2017).

D. Permasalahan Perkawinan Beda Agama di Indonesia

Salah satu permasalahan perkawinan beda agama dapat diketahui pada pasangan
Islam dan Kristen, mereka mengajukan permohonan pernikahan beda agama. Pasangan
yang berbeda agama mendaftarkan pernikahan mereka di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya, tetapi permohonan mereka awalnya ditolak.
Mereka mendaftarkan pernikahan beda agama mereka ke Pengadilan Negeri Surabaya pada
tanggal 13 April 2022 dengan penetapan nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby, dan permohonan
itu diterima. Untuk memberikan kejelasan tentang status anak dan mencegah "kumpul kebo",
hakim mengabulkan permohonan tersebut.

Dalam keputusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby, alasan PN Surabaya mengabulkan
permohonan perbedaan agama tersebut disebutkan sebagai berikut;

1. Menimbang, bahwa perbedaan agama tidak merupakan larangan untuk melangsungkan
perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f Undang-Undang no. 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka terkait dengan masalah perkawinan beda
agama adalah menjadi wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutusnya;

2. Menimbang, bahwa dari fakta yuridis tersebut di atas bahwa Pemohon | memeluk
agama Islam, sedangkan Pemohon Il memeluk agama Kristen adalah mempunyai hak
untuk mempertahankan keyakinan agamanya yang dalam hal untuk bermaksud akan
melangsungkan perkawinannya untuk membentuk rumah tangga yang dilakukan oleh
calon mempelai (para pemohon) yang berbeda agama tersebut, sebagaimana
dimaksudkan dalam Pasal 29 UUD 1945 tentang kebebasan memeluk keyakinan terhadap
Tuhan Yang Maha Esa.

Dengan keputusan Pengadilan Negeri Surabaya atas permohonan perkawinan beda
agama ini, sebagian kasus perkawinan beda agama di Indonesia dapat diselamatkan dari
praktik "kumpul kebo" dan, khususnya, status anak. Namun, dalam hal penyelesaian masalah
rumah tangga, masih diperlukan satu alat hukum yang dapat membantu. Jika tidak ada,
perjanjian perkawinan adalah cara yang paling mungkin untuk membantu pasangan yang
berbeda agama menyelesaikan masalah hukum mereka.

PENUTUP
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Berdasarkan diskusi sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa UU No. 2 Tahun 2014
tentang Jabatan Notaris mengatur kewenangan notaris untuk membuat perjanjian
perkawinan beda agama sebagai berikut;

1. Jika perkawinan beda agama terjadi, notaris hanya dapat membuat akta perjajian
sebagai akta autentik, bukan mengesahkannya. Hal ini dikarenakan, menurut Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2 Ayat 1, perkawinan hanya sah jika dilakukan
menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing orang.

2. Berdasarkan diskusi sebelumnya, perjanjian perkawinan sebagaimana diputuskan dalam
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tidak dapat disahkan oleh
notaris. Sebuah undang-undang khusus masih perlu dibuat tentang bagaimana notaris
dapat membuat akta perjanjian perkawinan. Mengingat tuntutan masyarakat, profesi
notaris saat ini dimodernisasi. Khususnya untuk perkawinan beda agama, kewenangan
notaris untuk membuat perjanjian perkawinan sangat bermanfaat karena dengan adanya
perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum atau sesudah perkawinan, ini dapat
memberikan kepastian hukum atas perkawinan beda agama yang dilangsungkan.
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